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: 1. Undang-Undang N,)n10r 9 Drt Tahun 1956 tcntang Pcrnbcntukan 

Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Dacrah Propinsi 

Sumatera Utara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor20); 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tcntang Partai Politik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251 ); 

3. l ;11Jang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tcruang Pcrnilihan Umum 

Anggota DPR. DPD dan DPRD (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 

Tuhun 2003. Nomor 37, Tambahan Lcmb.u.r.i N·:;.•.~r .. ' Republik 

Indonesia Nomor 4287), sebagaimanu tcluh dtul iuh dcugun Peruturan 

I'crucrintah Pengganti Undang-Undaru; Nu1,,.,r : 'lahun 2004 

(Len.buran Negara Repulik Indonesia T:111u11 20,,-. ~omor 37, 

Ta.iubuhan Lcmbaran Negara Republik lr,<.1011.:;,1,, ,'ionh>r 4J8 J ): 

Kepada Partai Politik; 

.- 

Mengingat 

... 

Menimbang : a. babwa untuk rnembantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau 

Sek.retariat Partai Politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi guna mcmpcrjuangkan tujuan 
Partai Pclitik dalam kehidupan bcrmasyarakat, bcrbangsa dan 

bemegara, maka Pernerintah Kota Tebing Tinggi Perlu memberikan 

bantuan keuangan kepada Partai Politik terscbut scsuai dengan 
ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dulum huruf 

a , perlu membentuk Peraturan Daerah tentung lb111u,,,·: Keuangan 

WALIKOTA TEBING TINGGI, 

DEN GAN RAIIMA T TUHAN YA.NG MAHA ESA 

PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI 
NOMOR 2 TAHUN 2008 

TENT ANG 

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK 

PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI 
. • 
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Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia· Nomor 
4413); 

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemcrintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang 
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pcrubahan Atas · Undang 
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi 
Undang-Undang (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 108, Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ~ 

"4548); 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pcnctapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang 
Pemilihan Umum Anggota Dewan _Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

~ . 

0 . Undang-Undang Norn or 15 Tahun 2004 ten Lang Perneriksaan, ·q. 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangun Negara {Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

· ·4. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 ten tang Kcuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentung Susunan <Jan 
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah 

(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 . Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 431 O); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nornor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor4389); 

.. • 

-2- 



BAB 1. .....•.............................. 10 

. · 
.,... Menetapkan : PERA TURAN DAERAH TENT ANG BANTUAN KEUANGAN 

KEPADA PARTAI POLITIK . 

MEM UTU S KAN: 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI 
dan 

WALIKOTA TEBING TINGGI 

Dengan Persetujuan Bersama 

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun · 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438.); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas 
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12); 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan 

Keuangan Kepada Partai Politk (Lernbaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4:> 13); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tenlfil1:g Pedornan 
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nornor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tcntang Pcrnbagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemcrintah Ducruh Provinsi, 
dan Pemerintah Daerah Kabupatcn/Kota (Lcmbarun Ncguru Rcpublik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lcmbarun Negara 
Republik Indonesia Nomor 4 73 7); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 32 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik; 

17. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 03 Tahun 200 I tentang 
Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Tcknis Kota Tebing 
Tinggl; 

: 

-3- 
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(2) Bantuan . 

( 1) Untuk rnernbantu kegiatan dan kelancarun administrasi dan/atau 
sekretariat Partai Politik, Pemerintah Dacrah mernbcrikun bantuan 
keuangan kepada Purtai Politik; 

Pasal 2 

BAB II 
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN 

e.: 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
I. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi; 
2. Pernerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tebing Tinggi; 
3. Kepala Daerah adalah Walikota Tebing Tinggi; 
-4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKota Tebing Tinggi; 
5. Sekretariat Daerahadalah Sekretariat Daerah Kola Tebing Tinggi; 

6. Badan Kesbang Linmas adalah Badan Kesatuan Bangsa dan 
Perlindungan Masyarakat Kota Tebing Tinggi; 

7. KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Tebing Tinggi; 
8. APBO adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing 

Tinggi; 
9. Partai Politik adalah organisasi Partai Politik yang dibentuk oleh 

sekelompok warga Negara Republik Indonesia sccara suka rela atas 

dasar persamaan . kehcndak dan cita-cita unt uk mcmperj uangkan 
keperningan anggota, masyarakat, bangsa dun Negara melalui 
Pemilihan Umum; 

10. Bantuan Keuangan adalah Bantuan berbentuk uang, yang diberikan 
oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi kepada Partai Politik yang 
mendapat kursi di Dewan Perwakiian Rakyat Daerah; 

11. Dewan Pimpinan Daerah dan atau Dewan Pimpinan Cabang Partai 
Politik selanjutnya disingkat DPD atau DPC atau sebutan lainnya 
adalah pengurus Partai Politik yang ditetapkan bcrdasarkan hasil 
keputusan Musyawarah Daerah dan atau Cabang atau sebutan lainnya 
yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik. 

• 

- 4 - 

KETENTlJAN UMUM .. 
Pasal 1 I 



BAB IV · . 12 

I . 
I ."!'° 

, I I: 

(1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang menduput kursi · di 
Lembaga DPRD tldak melebihi bantuan yang diberikan kepada Partai 

Politiktingkat Provinsi; 

(2) Anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik disarnpaikan oleh 
Kcpala Daerah kepada DPRD sesuai dengan Peraturan Perundang 

Undangan. 
Ir. 
I 

I Pasal5 
I: 

(1) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik untuk setiap kursi 
disesuaikan dengan kemarnpuan APBD 

(2) Besamya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud padu ayat ( 1) Pasal 

ini dapat diubah setiap Tahun Anggaran dan perubahannya ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah. 

,. Pasal 4 

(1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 2 Peraturan Daerah ini, diberikan secara proporsional 
berdasarkan jumlah kursi di Lernbaga DPRD basil Pemilihan Umwn 
Tahun 2004; 

(2) . Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disesuaikan dcngan kcmampuan 
APBD. 

Pasal 3 

BAB III 
PENETAP AN JUMLAH BANTU AN 

l 

- 5 - 
(2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Pasal ini 

diberikan kepada · Partai Politik yang mendapat kursi di Lembaga 
DPRD basil Pemilihan Umwn Tahun 2004; 

(3) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimak.sud pada 
ayat (2) Pasal in.i diberikan setiap Tahun Anggaran. 

.. 
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( 1) Pcnelitian dan pemeriksaan administrasi pengajuan. penycrahan dan 
penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Kata 
dilakukan oleh Tim Pcnelitian dan Pemcrik.saan pcrsymatan 

administrasi pcngajuan, pcnyerahan dan pcnggunaad'" benbum 
kcuangan kepada Partai Politik ditingkat Kota Tcbing Tinggl. 

Pusal 7 

BABV 

PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN 
Al>MIN.ISTARSI PARTAI POLITIK 

(I) J>cngajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh Dewan 

Pimpinan Daerah Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah kepada 
Kepala Daerah dcngan mclampirkan : 
a. Surat Keputusan DPD tingkat Propinsi yang menetapkan susunan 

kcpcngurusan DPC Partai Politik tingkat Kota Tebing Tinggi 
yang dilcgalisir olch Ketua Umum dan Sekretaris Umum DPD 
Propinsi atau sebutan lainnya. 

b. foto copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir oleh Pejabat 
yang bcrwcnang. 

c. Surat Keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi 
Partai Politik diLcmbaga DPRD tingkat Kola Tebing Tinggi yang 
dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota 
Tebing Tinggi. 

d. Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut · 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang ... undangan yang 
berlaku, apabila rnernberikan keterangan yang tidak benar yan~ 

ditandutangani Kctua dun Sckreturis DPC aiau sebutan lainnya 
diutus rnctcrai sccukupnya dcngan mcnggunakan kop surat Partai 
J>olitik; 

c. Lampiran tcrscbut pada huruf a, b, c dan d dibuat dalam. rangkap 2 

(dua). 

(2) Surat pcngajuan scbagairnana dimaksud pada ayat (1) tembusannnya 

disampaikan kepada Ketua Komisi Pcrnilihan Umwn Kota Tebing 
Tinggi dan Kepala Badan Kesbang Linmas Kota Tebing Tinggi atau 
scbutan lainnya. 

Pasal 6 ,_. ~·· 

BABIV 
TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN 

, ..... 

-6- 
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;,• 

Pcnyerahan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan 
pcrsyaratan adminstrasi : 
a. surat keterangan Bank yang menyatakan memiliki nomor rekening 

Bank alas nama DPC Partai Politik; 
b. surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi · 

ditandatangani diatas mctcrai sccukupnya olch Kctua dan Bcndahara 
DPC Partai Politik dcngan mcnggwiakan kop swat dan cap stempel 

Partai Politik; 

I 
.I 
·1 
.i 
11 

I 
I 

Pasal 10 

Pcnycruhan bantuan keuangan kepada Partai Politik di tingkat Kota Tebing 
Tinggi dilaksanakan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan 
Masyarakal Kola Tebing Tinggi atau sebutan lainnyn atas narna Walikota 
kcpada Ketua dan Bcndahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya. 

Pasal9 

BAB VJ 
PENYERAHAN BANTU AN KEUANGAN KEPADA PART AI POLITIK 

"' 

Bcntuk Betita Acara Penelitian dan Perncriksaan sebagairnana dirnaksud 
dalam Pasal 7 ayat ( 1) tercanturn dalam Lampiran l Peraturan Daerah ini, 

Pasal 8 

(2) Tim Penelitian clan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat .(1) 

ditingkat Kota Tebing Tinggi di Ketuai Kepala Badan Kesatuan 

Bangsa dan Perlindungan Masyarakat atau . sebutan lainnya clan 

anggotanya terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi 
dan unsur Sekretariat Daerah. 

(3) Pembentukan Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 

( 4) Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 
dibebankan pada A.PBD Kota Tebing Tinggi. 

-7- 
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BAB Vlll ~ .. ··· 

.· 
-· 

., 

Bentuk luporan penggunaan bantuan keuangun kepada Partai Politik 

sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 12 ayat (1 ), tercantum dalam lampiran 

Ill Pcraturan Daerah ini. 

Pasa] 13 

Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik di tingkat 

Kata Tcbing Tinggi disampaikan kepada Walikota melalui Kepala 

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Tebing 

Tinggi atau sebutan lainnya, 

(2) Laporun pcnggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

yang Lelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

(3) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

disurnpaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing 

Tingg.i. 

PasJJ.112 

BAB Vii 

LAPORAN PENGGUNAAN 
BA.NTUAN KEUANGAN PARTAI POLlTIK I 

I: ~ 
' ·, 

I 
: 

' (1) 
·1 

Bentuk bcritu ucara serah terima bantuan keuangan kcpada Partai Politik 

sebaguimanu dirnaksud dalam Pasal 10 huruf c tcrcantum dalam lampiran II 
Peruturan .Dueruh ini. 

Pasal 11 

c. bcrita acara serah terima dibuat dalam rangkap 4 (ernpat) yang 

ditandatangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan 

Masyarakat Kota Tebing Tinggi atau sebutan lainnya sebagai Pihak 
Pcrtama dan oleh Ketua clan Bendahara DPC Partai Politik atau 

scbutun lainnya sebagai Pihak Kedua. 
• 

- 8 - 
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LEMBARAN DAERAH KOT A T~BING TINGGI TAHUN 2008 NOMOR 2 

ttd 

llUIAM T AUFIK 

SEKRET ARIS DAERAH KOT A TEBING TINGGI 

Diundangkan di Tebing Tinggi 

pada tanggal 24 April 2008 

ttd 

ABDUL HAFIZ HASIBUAN 

WALIKOT A TEBING TINGGI 

Ditetapkan di Tebing Tinggi 
pada tanggal 24 April 200E 

Agar setiap orang dapat rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Pcruturan Dacrah ini dengan penernpatannya dalarn Lembaran Daerah Kota 
Tcbing Tinggi. 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 16 

. . 
l:lul-hal yang belurn diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai 
pcluksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. 

Pa.sal 15 

Dcngun belakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota 
Tcbing Tinggi Nomor 05 Tahun 2002 tentang Bantuan Keuangan Kepada 
Partai Politik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 14 
.. .. 

-9- 
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ttd 

AllDUL HAFIZ HASIBUAN 

WALIKOTA TEBING TINGGl 

( ) 
( ) 
( .' ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( - ) 

Ketua 
Sekretaris 
Anggota 
Anggota 
Anggotu 
Anggota 
Anggota 

1. ··················-········--··--··· 
2 . 
3. ············· . 
4 . 
5 - - .. ---- . 
6 . 
7 .. - - - - - .. - - - - - - - 

TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI 
UANTUAN KEUANGAN KEPADA PART Al POLITIK 

Tebing Tinggi, ...............................•. 

Demikian Berita Acara Hasil Penelitian dan Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat 
dipergunakan ·sebagaimana mestinya. 

Pada hari ini tanggal.. bulan tahun Tim Penelitian dan 
Perneriksaan Persyuratan Ad.ministrasi Pengajuan, · Penyerahan dan Penggunaan Bantuan 
Kcuangan kcpada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Tebing 
Tinggi Nornor Tahun tanggal telah melaksanakan penelitian clan 
perneriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik Tahun ...... yang 
diajukan oleh UPC ..... - .... 

Berdasarkan hasil Penelitian dan Perneriksaan Persyaratan Administras], 
Pcngajuan, Pcnycrahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tun 
mcnyatakan buhwa Partai Politik ..... telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan 
bantuan keuangan dari Pemerintah yang didasarkan pada hasil perolehan kursi pada 
Pcmilihan Urnum Tahun sebanyak X Rp = R,.p . 

Nomor: 

BERITAACARA 
PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINlSTRASI 

PENGAJUAN BANTU AN· KEUANGAN PART AI POLITIK 
PESERTA PEMILU TAHUN 2004 

-10- 
LAMPIRAN I : PERA TURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI 

NOMOR 2 TAHUN 2008 
T ANGGAL : 24 APRIL 2008 
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ttd 

ABDUL HAFIZ HASfflUAN 

WALIKOTA TEBING TINGGI 

( ) 

Benda hara, 

( ) 
NIP . 

( ) 

a.n. W ALIKOT A TEBING TINGGI 
KABAN KESBANG DAN LINMAS 

DPC . 
KETUA 

Pihak Pertama Pihak Lcclua 

Berita Acara Serah Terirna ini dinyaiakan sah setclah foto copy SPM Giro dari Kas 
Dacrah Kota Tc bing Tinggi diterirna olch DPC Partai Politik . 
Yang bersangki.tan. · · 

Dougan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahakn bantuan 
kcuangan Pa rtai Po'litik tahun .Jcepada DPC ....................................• sejumlah 
Rp ,- ( ) dan Pihak 
Kedua tcluh mcnerima bantuan tersebut dari Kas Dacrah Kota Tebing Tinggi melalui 
rckcning l3ank Partai Politik................................................ · 

Kcdua. 

I'nda ha-i tanggal... bulan Tahun yang bertanda tangan dibawah 
1111: 

1. Kcpala Badun Kesbang dun Linrnas Kota Tebing Tinggi selanjutnya disebut Pihak 
Pcrta ma. 

2. Kctua Umum dan Bendahara Urnum DPC Partai Politik selanjutnya disebut Pibak 

BERITA ACARA 
___ !)!:RAH TERlMA l3ANTUAN KEUANGAN PARTAI. POLITIK 

Nornor : 

- .. 

LAMPlRAN II: PERATURAN DAERAI·I KOTA TEBING TINGOI 
NOMOR 2 TAHUN 2008 
TANGGAL : 24 APRIL 2008 

,... _. - 11 - 
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ABDUL HAFIZ HASmUAN 

WALIKOTATEBINGTINGGI 

( ) 

Tc!ah diuudit Ba Jan Pcrncriksa Keuangan (BPK) 

( ) ( ) 

KETUAUMUM Bl-:Nl)t\l lAR.I\ UMLIM 

Tcrbiluug : • 

I. Bcl.inju K 
2. lsclunju D 
1. I .uin-lnin 

~-~-·----· 

-- . -· 
~NIS BELANJA JUMLAHUANG KETERANGAN 

2 3 4 
,.:butuhan Adminstrasi 
.iya dan Jasa 
l'cngcluaran 

I 

J l No. 
1 

Bcrsamu ini disampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik 
sebagai bcrikut : 

Tebing Tinggi 

Tebing Tinggi, - . 
Kepada 
Yth. Walikota Tebing Tinggi 
di 

: Rp. 
': Administrasi dan/atau Sekretariat 
: tanggal bulan tahun 

Nama Partai Politik 
NPWP 
Nomor Rckcning Bank 
Alamnt · 
Jumluh Kursi 

.Jumlah Dana 
Kcgiatan 
Pclaksana Audit 

Pasal I I PP No. 29 Tahun 2005 

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK 
TAHUN ANGGARAN . 

t: 

- 12- 

LAM!'IRAN Ill: PERATURAN DAER.AH KOTA TEBING TINGUI 
NOMOR 2 TAHUN 2008 
T ANGGAL : 24 APRIL 2008 


